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ABSTRAK

Eksekusi Biill schassi tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan
Megeri kepada pibak vang kalah dalam suatu perkara. Pada dasarnya chsekuss sl
merupakan aturan dan tata cara lanjulan dar proses pemeriksaan perkaa, oleh
karena itu eksckusi riil tiada lain daripada tindakan vang berkesinambungan dan
kescluruhan proses hukum acara perdata. Eksckusi mempakan satu kesatuan yang
tidak terpisah dan pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalzsn SR
ian Rie. Di dalam masyarakat eksckost bukanlab hal yang Laru, tetaps pengertian
slesckusi vang mereka pahami sering kali menyimpulkan masalah karena sebab-
sehab dilaksanakan eksckusi il tidak diketabui olch masyarmkat tmum. mercka
menganggap balwa eksekusi til ilu merepakan perampasan hak atas benda tidak
berperak schinpga apabila terjadi cksekuesi mereka tidak dapat lagi memiliki benda
ridak bergerak tersebut, Dalam pasal 200 (11) SIR, Pasal 218 (2) £y entang
Elksekusi putusan berupa pelaksanaan denpan pengosongan terhadap seseorang
vang karena barang tidak dilelang dimuka umum, tidak man meninggalkan barang
i dan pasal 1033 &v merupakan ketentuan yang berhubungan langsung dengan
chsckusi penposongan i sendiri, pengosengan masuk dalam gugatan jika yang du
Lalankan tdak mau memenuhi perintah maka barang tidak bergerak dicksekust
denpan pengosongan.

Berdasackan hal di atas vang menadi permasalahan dalam pembahasan
senelitian ini adalah  Bagaimana prosedur ehsekusi mil mengenal pengesongan
benda tetap di Penpadilan Negeri Kelas [A Padang. Bagaimana pelaksanoan.
eksekusi fil mengenal pengosongan benda tetap di Pengadilan Negen Kelas Ta
Padang. Apakah kendala-kendala vang ditemui dalam eksekust riil sena upaya
vang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Untuk membahas permasalahan tersebut penulis menggunakan penelitian
vuridis sosiologis yang hersifat deskriptil yaitu penelitian yang dilakukan di
lapanisan untuk mendapatkan data primer kemudian disesvaikan dengan data
sekunder, Teknik pengumpulan data vang dipakal adalsh studl dokumen dan
wawancara yang dilakukan dengan pihsk pengadilan, tergugat dan penggupal
vang terkait, yakni denpgan menyusun pertanyaan secara semi terstrukiur dan
berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan pengolahan
dan aimiisis data dilakukan secara kualitatil.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa  Prosedur Eksekusi Bl
pengosongan di Pengadilan Megerl Kelas 1A Padang dengan mencantumkan (a)
Peringatan (aanmaning) (h) Berita Perintah eksekusi. (¢) Berita acara eksekusi
pengosongan benda tetap. Pelaksanaan cksckusi Riil mengenal pengosongan di



cengadilan Megen Kelas |A Padang. Mencantumkan {2). Penempatan bamang
falam cksekusi. (b)Y Ditempat yange dicunjuk pihak tereksckusi atau cksckutan
scbagaimana diketahui sebelum eksckusi pengosongan benda tetap dilakukan
wlalah merupakan kewajiban dan jura sita netek menanyakan pacda tereksehusi o
nana barang  yang  hemdak  dikelearkan akan ditempatkan (). D otempat
SENVIMPanaEn yang patul yaitu tempat vang disetyjue oleh pemerintah, Kendzlz
cang ditemnue dalam eksekusi il mencantumkan (a). Kendala karena undang-
sndang. (b), Kendala karena putusan yvanp saling bertentangan, (¢). Kendaia di
apangan sepertl pembakaran ban di lokasi cksckus) pengosongan benda tetap,
semilik anab belum mempunyai pambaran vaog cocok antara yang tertalis
fenpan kenvatzan, Untuk mengatng kendala temsebut dilakoakan (a) menghadir
feepala Desad pejabat wvang berwenang. (b, Dengan bantuan kekuatan umum
POLISI).
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PENDAHULLUAN

v, Latar Belakangs

Eksekusi sebagai tindakan hekwm vang dilakukan eleh Pengadilan kepada
pihak vang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tatd cara lanjuian
dari preses pemeriksaan perkara, Oleh karena B eksekusi tada lan dari pada
tindakan vang berkesipambungan dari kessluruhan proses hukwm acara perdata,

Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang iidak terpissh dan pelabsanaan tala

mengetahui pedoman aturan eksekosi, barus merujuk Kedalam aturan perundang-
andangan yang diatur dalam FUR £ R

Sering orang berbicara tentang ckschkusi, tetapi lidak tabu secara tepal di
dalam perundanp-undangan mana hal it dialer, Akibatoya, terjadilah tindakan
cara-cara eksckusi yang menyimpang, olel karena pejabat yvang melaksanakanaya
idak berpedoman kepada ketenluan perundang-undangan. Pada hal pedoman
aturan tata cara ckskusi sudah lama diatur schagaimanz yang terdapat dalam Bab
10 bagian kelima FAIR atan Titel keempat bagian keempat RSp  tentang
“Persidangan Istimewa". Oleb karena itw , bagi Ketua Pengadilan MNeger atau
Fan[!‘em maupun juru sita berpaling meneliti Pasal-Pasal yang diatur dalam bagian
dimzksud apabila hendak melakukan cksckusi. .

Pada hari Rabu Tanggal 25 Juni tahun 2003 EDWIN A jum sita

Pﬂnéadilan Negeri Kelas [A Padang, dengan didampingi Panitera / Sekretaris

'"M. Yahya Hurahap, Bweng Linghup Permasalal Ekselusl Bldarg Perdata, P'T Gramedia,
Jakarta 1997, hal 11



[

Penoadilan terschut berdasarkan perintah Ketua Pengadilan 50 Aupeil 2003 Perdata
SO 26 GHYYSPNPDG, joNo. 10/ Eks/1999/Pde. Yang ditugaskan untuk
melaksanakan cksekusi dikelurahan Lolong Belanti dan Guoung  Pangilun
ecamatan Padang Utare.”

37 dalam masyarakat eksekosi riil bukan bal yang bare, tetapi pengertian
sbsebuai riil vang mereka pahami sering kali menimbulkan masalah karena sehab-
sobsh dilaksanakannya eksekusi ol tidak dikerabul oleh masyaraksi wmuwin,
mercka menganggap babwa ehsekust il i merupakan perampasan hak atas
tanall, schingpa apabila lanab di eksekusi mereka (idak dapat lagi mermilikl taneh
tersebul:

Pihak yang mengajukan tuntulan (gugatan) ehksekusi mil lentulah ingm
agar pugatannys bila dikabulkan nanti seswad dengan kelenluan undang-undang,
Pada hakekatnya eksckusi riil adalah suatm tindakan pergosonpan lokasi-Tokast
rph yang telab mempunyai keputusan tetap.

Sesusi denpan judel skripsi ini penulis hanya akan miembabias tentang
“iesekusi mil dalam perkar perdata terhadap suku caniago dan yang berhubungan
dengan lapangan serta masalah yang diterul dalam prakteknya. eksekusi tidak
dzpat di langsungkan setelab  putusan pengadilan ditetapkan,  Eksekusi
dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang di tunjuk oleh penpadilan.

' Berdasarkan uraian vang telah dikemukakan di atas, maka penulis merasa
tertarik untuk menpadakan penelitian dengan mengangkat kedalam suatu tulizan
dengan judul  “EKSEKUSI RIIL DALAM PERKARA PERDATA
'I'E'.li_I-L‘LﬂM‘ SUKU CANIAGO OLEH PENGADILAN NEGLERI KE L.IAS IA

PADANG ™

* Rerita Acara Pefaksanazn Eksekusi Lanjutan
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Perumupsan Masalah
Dalam pervmusan masalah ini penulis menyadari bahwa dalam hukum
perdata sangat luas bidang vang mencakupi porkara < pengadilan,
alanya pihak penggugat mengrjukan pennohonan: eksekusl il kepulugn
iz akan diputuskan oleh majelis hakon.

Berdasarkan uraian di atas dan scjalan dengan penelitian yang dilakukan di
sooadilan Megeri Kelas 1A Padang, maka ada bebarapa permasalahan yang dapat
~smuskan oleh penulis schagar berikut :

Bagaimana Proscdur eksekusi rill mengenal pengosongas enda tetap i
Pengadilan Meperi Kelas TA Padang,
Bagaimana pelaksznaan eksckusi fil mengenal pengosongan benda tetap o
Pengadilan Mepgeri Kelas [A Padang,
Apakah  kendala-kendala yang ditemui dalam eksekusi il mengenai

rengosongan benda tetap serta upaya yang dilakukan untuk mngatasi kendala-

kendala tersehul.

~ Tujuan Penclitian.
Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan eksekusi riil mengenai pengosongan
:‘-"':‘11".[‘!& tetap di Pengadilan negeri Kelas [A Padang.
Untuk mengetahui pelaksansan cksekusi riil mengenal pengosongan benda
tztap di Pengadilan Neperi Kelas [A Padang.
Unthk mengetahui  kendala-kendala yang ditemui dalam eksekusi il seria

upava vang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.
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[, Ml faat Penelitian,
Manfaat vang penulis harapkan dalam penulizan skripsi ini dapat ditingau

dart clua se2pi, vaitu sebagai bertkat

|,  Manfaat Teoritis.
Secars teeritis bagi kepentingan ilmu pengetahuwan dibarapkan basil penelinan
ind dapat berguna untek swmbangan fkiran dan menjadi baban fiterater dan
dapat menambah cakrawala dan waeasan penulisan dalany bidang iln hukwm
khususnya yang berhubunzan dengan acara perdati

2. Manfaal Prakus.

2 Penpadilan Negeri dapal mengambil keputusan dan menjalankannya dalam
prakick cksckusi il mengenal pengasongan henda letap.

. Para pihak dapat menpetahus dengan jelas tala cara prosedur Bkschust Riil
mengenal pengasangan bends tetap yang sesuai dengan ketentuan hukum
YADNE mengalurnya.

Bapi masyarakat umum yang membuttubkan informasi tentang prosedur

o |

&
eksckusi gil mengenal pengosongan bends letap sesual dengan undang-undang

E. METODE PENELITIAN

' / Untuk membahas permasalaban sebagaimana tersebut di atas, diperlukan
metade penelitian dalam melaksanakan penelitian tentang Eksekusi Riil dalam
perkara perdata di Penpadilan Negen Kelas [A Padanp, maka metode yang
penulis gunakan adalah schagal berikut @
I. Metode pendekatan masalah vang dipakai adalah metode pendekatan Yuridis

Sosiologis yang merpakan pendekatan terhadap masalah dengan melibat



BAR III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

sejarah Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang,

Menpenal sejarah Pengadilan Negeri Kelas [A Padang im secara lengkap
=iak berdivinya tidak dapat dimuat disini i samping karena keterbatasan
comampuan kami mencari data-data vang ada fuga dibatasi oleh wakte vang
=Derikan serta sesuai dengan permintan dad Direktomt Jendral Peradilan umuim
“Lankamah Agung pads Pengadilan negeri Padang.

sesunggulnya demikian <ami akan mencoba mengunyrkapakan secar
“ozaas sejarah Penpadilan Negeri Kelas 1A Padang ini serta gedungnya vang di
=moatl sekarang sesuai menurut data-far yvang diperoleh.

Pengadilan Negerl Padang sejuk zaman Belanda sudah ada denpan nama
—=rdraqd akan tetapi nama ini mengalami perohahan sesual dengan situasi pada
s=iiz o te, perobahan lerscbut dapat dilihat pada zaman Belanda bermnama
—ndraad Padang, pada zaman Jepang dirobah namanva menjadi Tiho Noin dan
c=ezrzng dirobab lagi menjadi Pengadilan Negeri Padang.

Adapun Gedung Pengadilan Negeri Padang di zaman Belanda di jalan
Eaua;jf:ra (tepi laut) dahulunya adalah sedung Raad Fan Justitie di zaman
==znda (Pengadilan Tinggi) dan akhir tahun 1945 Ragd  Van Justitic
“oindahkan ke Bukit tinggi karena mengingat situasi keamanan pada waktu itu
=] jﬂg& pusat pemerintahan Sumatera Tengah pada waktu ity di Bukit lingg

e Landraed Padang yang gedungnya terletak di jalan Samudera pindah
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cocedung bekas Read Yan Justitie tersebut yaitg erletak di jalan Diponegoro
o8 Padang, denpan telzh siaprya pedung Pengadilan Megen vang baru maka
Sk rangeal 18 juni 1986 Pengadilan Meperi Kelas 1A Padung telah pola
—erempati pedung bans tersebut,yaite terletak di jalan Khaib Sulaiman Padang
“on uedupg lama yang terletak digalan diponegoro Na.§ tersebut sckarang
Soumakan pedung Pengadilan Tata Usaha Negara Sumaters Baral dan adapun

—sdung Landraad yang lama yang tecletak di jalan Samudera di tempati oleh
—rtama sekuln vang difkuli oleh pihak Belanda yang dikenal dengan nama BMICA
o pemudian di tempati Brigade Banteng Divisi [V 111, sesudah perpolakan
SRRV permesta pada tahun 1958 gedung lersebut diduduki olch Komando
Seerasi 17 Agustus dan kemudian bernama Kodam 1717 Agustus keseluannya
Ajen dan [T Apostus.

Pada tauhun 1946 Pengadilan Negeri Padang pindah ke Pariaman beserta
—=lunuh karvawannya, waktu itu dipimpin oleh ketuanya Bapak ABDUL RAZAK
TEMAN, dan di Padang waktu ite pemerintah Federal telah membeniuk Unil
Zenzadilan Meper di gedung Pengadilan Negen Tersehut. t

Pada tahun 1950 Pengadilan Negeri Padang yang pindsh ke Paraman
c=mhali pindah ke Padang beseria seluruh karyawannys, disaat it terdapatlah 2

5y aliran di Pengadilan Negeri Padang yaitu dengan ketuanyz Bapak MARAH
ABDUL MINIT.

Yaryawan yang pro pemerintah Federal.

Haryawan yang anti Pemerintah Federal dengan istilah wakin it adalah

orang-orang Republik,



BAB IV

PENLIT

I Kesimpulan

& apelah melakukan analisa dari bahan dan data yang penulis dapatkan dan
penclitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dijabarkin dalam sknpsi i,
maka penulis mengambil kesimpulan dan memberikan saran schubungan dengan
masalah yang dibahas dalam penulisan ini -
|. Proses cksekust pengosongan dalam prakiek meliputi hal-hal yang aatara lain -

a. Perinpatan (@aameaning), dimana jangka waklu peongatan il maksimum &

(delapan) bari dengan tujuan ;
apar dalam batas wakio terseban pilak yeng kalah dapat mengosongsan
lanal objek perkara tersebut secara sukarela,

. Surat penetapan eksekusi eleh Ketus Pengadilan Megerl Kelas 1A, vaitu

menunjukkan jurusita atae paciters yang akan melakikan eksekusi.

c. Pembatalan  berita acaema  ckschusi pengosongan  yang  difkuti

penandatanganan berita acara tersebul.

Fenempatan barang dalam eksekusi pengosongan biasanya dalam dua cara :
i, Jika pihak tereksekusi menuju tempal guna menyimpan barang-barang

miliknya, maka barang yang dikeluarkan dan  tempat ehksekusi I

penposongan dan disimpan pada tempat yang lelah ditunjuk tereksebusi,

|| b, Jika tercksebusi tidak mau hadir pada waktu eksekusi pengosongan

dijalankan dan tidak mau menunjukan tempat dan penyvimpanan barang |
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miliknys, maka dilakukan dengan cara menyimpan i tempat vang patut
yailu tempal vang disetapo oleh pemenntal setempat dan melaporkannya

pada Polist atan Kepala Desa untuk mencegab terjadinys pencurian
2. Dalam pelaksanaan cksekust pengosongan dak selabs mulus dan lancar, akan
tetapi banvak sekali kendala-kendala yang ditemui datam prakickoya, Seperii
kendalz karena undang-undang, kendala karena Undaksn penguass clan
kendala ainnva. Dar semua kendala tersebut, kendala yang paling banyak
ditemui vaitu kendala yang tegadi di lapangan, kendala yang terjadi di lempat

chsekusi pengosongan sepertl petlawanan [isik duri pihak eksekutor,

i

. Kendslz-kendala vang tegadi it biasanya diatasi dengan cara
a: memberizhukan pada kepala desa (pejabat setempat).

. Drenzan bantuan kekitan oo {polisi).

I, SATLAN

Dalam cksckusi pengosongan sebuah rumaly’ banguran kediaman umumnya,
tidak ada peraturan tentang cara mengeluarkan ha:m{grbumng milik tereksekusi,
harus ditaruh dimana atan aken disimpan dimana kelao tereksekus] tidak mae
memindahkan sendird, hal ini bisa menyvusahkan penpadilan. Dan memang banyak
tn:]j"a::;[ barang-barang vang diangkut keluar rumah karena eksekusi pengosongan
bertumpuk berbulan-bulan dihalaman kantor Pengadilan babkan ada berminggu-

minggzu terletak dpinggr jalan,

hiaka menurut hemat penulis memperbatikan hal-hal schagai berikut:
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Seorang Kelua Pengadilan MNepert hares betul-bewal siap dan riengLasal
kendala-kendala vane terkandung dalam putizsan yang akan dicksekust, bogile
pula mengdasal prasedur yang akan dan sudah dilewat dama i st plin
jalannya ehsekus:,

Dalam melaksanakan eksekusi pengosongan memang, diperlukar tndakan
secara paksy, akan tetapi Jungan sampai melampaul batas kewenangan ilan
jangan sampai memperkosa apa yang menjadi milik pihak terekackusi.
Pertimbansan kemanosiaan juga diperlukan terhadap pilik tereksekusi yang
aindall menderita kekatshan janpan sampal lebih menderita lagt karena
tindakan kekerasan dalam pelaksanazsn cksekus pengosongan,

Bagi pihak yang kalzh dalam perkara, kalan memang objek yang menjadi
pakok perkara bukan merupakan hak miliknya seperalah mengosongkan oljek
tersebut. Dan jangan sanipai terjadi tindakan kekerasan terlebih duhulu.
Mengingat banvaknys permasalahan vang timbul dalam ekschkusi il
mengenal pengosongan, maka sewajamyalah badan pernbuat Undang-Undang

membual peraturan yang berbubungan dengan eksekusi pengosongzan,

R
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